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RINGKASAN

PERAN NOTARIS TERKAIT PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI KREDITUR PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI

Oleh:

Arthur Anden', Achmad Faishal’
Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 101 halaman

Lembaga jaminan fidusia merupakan instrumen hukum yang vital dalam sistem
pembiayaan di Indonesia, memungkinkan debitur tetap menguasai fisik objek
jaminan (constitutum possessorium) sambil menyerahkan hak kepemilikannya
secara yuridis kepada kreditur. Sebelum adanya intervensi konstitusional, Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan kekuatan
eksekutorial yang sangat kuat kepada kreditur melalui mekanisme parate executie,
yakni hak untuk menjual objek jaminan atas kekuasaannya sendiri tanpa campur
tangan pengadilan, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang berkekuatan setara
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, praktik eksekusi
ini kerap memicu tindakan sewenang-wenang di lapangan, termasuk penarikan
paksa kendaraan oleh debt collector yang disertai kekerasan fisik, yang secara
fundamental bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan hak
konstitusional debitur. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
kemudian hadir sebagai koreksi atas ketidakseimbangan tersebut, dengan
menetapkan bahwa eksekusi jaminan fidusia hanya sah apabila memenuhi dua
syarat kumulatif: adanya kesepakatan tertulis mengenai terjadinya cedera janji dan
kesukarelaan debitur dalam menyerahkan objek jaminan. Jika syarat tersebut tidak
terpenuhi, kreditur diwajibkan menempuh jalur pengadilan (fiat executie), suatu
pergeseran paradigma yang fundamental dari kemudahan eksekusi langsung
menuju keharusan intervensi yudisial. Perubahan ini menempatkan Notaris sebagai
pejabat umum pembuat akta autentik pada posisi strategis yang sangat menentukan
dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum kreditur dan perlindungan
hak konstitusional debitur.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran Notaris terkait
perubahan pengaturan hukum tentang jaminan fidusia, mulai dari sistem eksekusi
lama yang berbasis parate executie absolut hingga regulasi terbaru pasca Putusan
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Mahkamah Konstitusi, sekaligus menganalisis perbandingan karakteristik akta
jaminan fidusia yang dibuat Notaris berdasarkan aturan lama dengan akta yang
disusun berdasarkan aturan terbaru. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan
memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya literatur di bidang Hukum

Kenotariatan dan Hukum Jaminan, khususnya mengenai dinamika karakteristik

akta jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Secara praktis, hasil

penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan panduan bagi para Notaris dalam
memitigasi risiko hukum serta merumuskan klausula akta fidusia yang aman dan
berkepastian hukum. Di samping itu, penelitian ini juga berguna bagi lembaga
pembiayaan selaku kreditur dan masyarakat selaku debitur dalam memahami hak,
kewajiban, dan tata cara eksekusi jaminan yang sesuai dengan hukum positif yang
berlaku, sehingga tercipta ekosistem pembiayaan yang adil, pasti, dan bermanfaat
bagi seluruh pihak.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (legal research) yang
memposisikan hukum sebagai sistem norma yang bersifat otonom, logis, dan
tertutup. Fokus utama diarahkan pada analisis mendalam terhadap norma-norma
hukum positif dalam hierarki peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum
yang menjadi landasannya. Guna membedah instrumen hukum secara
komprehensif, penelitian ini menerapkan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan
perundang-undangan (statute approach) yang menganalisis kesesuaian antara
peraturan dengan isu hukum yang diteliti, dan pendekatan konseptual (conceptual
approach) yang menggali pembenaran ilmiah melalui doktrin serta prinsip-prinsip
hukum dari para ahli kenotariatan terkemuka. Seluruh pengumpulan data dilakukan
melalui studi kepustakaan (/ibrary research) dengan menghimpun bahan hukum
primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi,
bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel hukum, serta bahan
hukum tersier berupa kamus hukum. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis
dan deduktif, menarik prinsip hukum yang bersifat umum menuju kesimpulan
khusus, guna menghasilkan pemecahan masalah yang tidak hanya legalistik tetapi
juga memiliki kedalaman koherensi dengan prinsip kepastian hukum dan
perlindungan hukum bagi para pihak.

Hasil dari penelitian ini adalah:

1. Perubahan pengaturan hukum fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
telah menggeser paradigma eksekusi dari parate executie absolut menuju
mekanisme bersyarat, yang secara fundamental mentransformasi peran Notaris
dari sekadar pencatat kehendak pasif menjadi penjamin kepastian eksekutorial
dan pelindung kepentingan hukum bagi para pihak. Notaris kini wajib
merumuskan klausula wanprestasi secara spesifik dan terukur, menjalankan
fungsi penyuluhan hukum (voorlichting) secara aktif guna mencegah cacat
kehendak, serta memitigasi risiko hukum melalui verifikasi dokumen,



autentikasi notice of default, dan klausula penilaian independen agar akta tidak
terdegradasi.

Perbandingan karakteristik akta jaminan fidusia menunjukkan pergeseran
mendalam dari formalitas administratif menuju perumusan klausula yang
bersifat preventif dan antisipatif. Akta aturan lama merumuskan klausula
cedera janji secara umum dan normatif sehingga rentan disangkal debitur pasca
putusan MK, sedangkan akta versi terbaru menuntut parameter wanprestasi
yang detail dan limitatif, mencakup rincian kuantitatif seperti jumlah
tunggakan dan durasi keterlambatan, serta rincian kualitatif seperti larangan
pengalihan objek jaminan tanpa izin tertulis, disertai klausula kesediaan
penyerahan objek jaminan secara sukarela oleh debitur, sehingga kekuatan
eksekutorial fidusia tetap terjaga integritasnya tanpa harus selalu bergantung
pada proses Pengadilan yang panjang.
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ABSTRAK
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Penelitian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah
merombak secara fundamental mekanisme eksekusi jaminan fidusia di Indonesia.
Kewenangan parate executie yang semula bersifat absolut berdasarkan Pasal 15
ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
kini menjadi bersyarat: eksekusi mandiri hanya sah apabila terdapat kesepakatan
tertulis mengenai wanprestasi dan debitur bersedia menyerahkan objek jaminan
secara sukarela. Tanpa terpenuhinya kedua syarat tersebut, kreditur wajib
menempubh jalur fiat executie melalui Pengadilan Negeri. Pergeseran paradigma ini
secara langsung menciptakan celah hukum yang serius apabila klausula akta
jaminan fidusia tidak diformulasikan secara presisi oleh Notaris. Penelitian ini
bertujuan menganalisis peran Notaris dalam merespons perubahan pengaturan
hukum fidusia serta membandingkan karakteristik akta jaminan fidusia berdasarkan
aturan lama dan aturan terbaru. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif
dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, bersumber
pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-
analitis. Hasil penelitian menegaskan dua hal. Pertama, Notaris tidak lagi berperan
sebagai pencatat kehendak pasif, melainkan dituntut secara aktif merumuskan
klausula wanprestasi secara limitatif dan kuantitatif, menjalankan penyuluhan
hukum (voorlichting) guna mencegah cacat kehendak, serta membangun
mekanisme notice of default yang terautentikasi untuk menjaga kekuatan
eksekutorial akta. Kelalaian dalam hal ini berisiko mendegradasi akta autentik
menjadi akta di bawah tangan dan membuka gugatan perbuatan melawan hukum
terhadap Notaris. Kedua, akta jaminan fidusia berdasarkan aturan lama
merumuskan klausula wanprestasi secara umum dan rentan disangkal, sedangkan
akta versi terbaru menuntut parameter yang rigid mencakup rincian nominal
tunggakan, durasi keterlambatan secara definitif, larangan tindakan negatif debitur
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atas objek fidusia, serta klausula kesediaan penyerahan objek secara sukarela
sebagai syarat keabsahan eksekusi mandiri.



NOTARY'S ROLE RELATED TO LEGAL PROTECTION TO CREDITOR
POST CONSTITUTIONAL COURT VERDICT

By:
Arthur Anden, Achmad Faishal
Master of Notary, Lambung Mangkurat University, 102 pages

ABSTRACT

Keywords: Notary, F iduciary Guarantee, Parate Executie, Constitutional Court Verdict,
Breach of Contract Clause, Legal Protection, Legal Protection

Study on Constitutional Court Verdict Number 18/PUU-XVII/2019 has remodeled
fundamentally the mechanism of fiduciary security attachment in Indonesia. The power
of parate executie which was previously in absolute nature based on Article 15 paragraph
(2) and (3) of Act Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee currently becomes
conditional: standalone execution is only legal if there is written agreement on breach of
contract and the debtor is willing to hand over the object of guarantee voluntarily. Without
the complience of the two said requirements, the creditor is obliged to take the way of fiar
executie through the District Court. The switch of this paradigm may directly create
serious legal loopholes if the clause of the fiduciary guarantee deed is not precisely
formulated by the Notary. This study is aimed at analyzing the Notary’s role in responding
the amendment of fiduciary regulation and compare the characteristics of fiduciary
guarantee deed based on former regulation and the new one. Method used is normative
legal research with statute and conceptual approaches, and utilizing primary, secondary,
and terciary legal resources to be analyzed descriptive-analytically. The findings of the
research are, firstly, the Notary no longer plays role as passive registrar of will, but he is
obliged to transform to become legal architect who actively formulates the breach of
contract clause limitatively and quantitatively, to carry out legal extension (voorlichting)
in order to avoid defect of will, and to build mechanism of notice of default which is
authenticated in order maintain the executorial force of the deed. In this matter negligence
is risky to degrade the authentic deed to become unauthentic deed and to open lawsuit of
tort against the Notary. Secondly, fiduciary guarantee deed based on former regulation
formulated general breach of contract clause and it is vulnerable to be denied. whereas
the new version deed requires rigid parameter which covers details of outstanding
amounts, definitive duration of delay, prohibition of creditor’s negative action upon the
fiduciary object, as well as the clause on willingness to hand over the object voluntarily
as the legality requirement for standalone execution.
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